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ARTICLEINFO Abstrak

Persinggungan hukum dan masyarakat dalam diskursus sosiologi. Dalam artikel
ini banyak dijelaskan tentang korelasi dialogis antara hukum dan masyarakat dalam
kehidupan sosial. Secara konsepsional hukum dan masyarakat memiliki hubungan
komplementer yang saling terkait eksistensinya. Dalam paradigma sosiologi hukum,
masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan mengge-
rakkan hukum tersebut. Sedangkan masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-
nilai, gagasan, dan konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum
dengan cara menyuburkan kesadaran hukum (kultur hukum) masyarakat untuk
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I;Iuica kunci: cat. d oloci menjalankan hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau seba-
Hukum, Masyarakat, dan Sosiolog liknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu per-

- kembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam
Keywords: masyarakat atau mungkin sebaliknya. Hukum merupakan salah satu sarana

perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karaena, terdapat suatu hubungan
interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelang-
garan hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain.

Law, Society, and Sociologiy of law.

Abstract

The intersection of law and society in sociological discourse. In this article a lot is
explained about dialogical correlation between law and society in social life. Con-
ceptually law and society have mutually complementary relationships related to
their existence. In the legal sociology paradigm, society is a resource that gives life
(to nature) and moves the law. Whereas the community lives the law with values,
ideas and concepts, besides that the community also supports the law by fertilizing
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the legal awareness (legal culture) of the community to carry out the law. Social changes and
legal changes or vice versa do not always take place together. This means that in certain
circumstances legal developments may lag behind the development of other elements in society
or maybe vice versa. Law is one means of social change that exists in society. Karaena, there is
a relationship of interaction between the legal sector and social changes that occur in the
community. Conflicts that occur can cause losses, because they are usually accompanied by
violations of the rights and obligations of one party to another party.

1. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat merupakan dua
entitas yang berbeda. Keduanya memiliki peran
dan fungsi masing-masing dalam kehidupan. Akan
tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama
lain, karena keduanya saling membutuhkan. Ke-
beradaan hukum juga membutuhkan keberadaan
masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tanpa hukum
hanyalah sekumpulan hewan-hewan liar. Karena
itulah hukum dan masyarakat tidak bisa dipisah-
kan. Artinya, eksistensi hukum sangat membutuh-
kan keberadaan masyarakat dalam menjalankan
fungsinya. Sedangkan masyarakat membutuhkan
hukum agar tercipta tata kehidupan yang baik dan
tertib.

Masyarakat, hukum berfungsi sebagai kon-
trol terhadap dinamika kehidupan masyarakat
yang berkembang. Terutama dalam konteks mem-
berikan rasa keadilan dan mecegah prilaku-prilaku
individu yang tidak sesuai dengan norma-norma
sosial dan norma hukum yang telah menjadi kese-
pakatan bersama. Dengan demikian, maka sta-
bilitas masyarakat akan dicapai manakala eksistensi
hukum dapat diperankan secara baik di tengah-
tengah masyarakat. Sebab, menurut Solehuddin
(2011), prilaku individu atau kelompok sosial ter-
ikat erat dengan berbagai norma sosial atau hukum,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana da-
lam Siti Malikhatun Badriyah (2016), bahwa hukum
selama ini sebagai kontrol sosial tampak bersifat
statis. Karena ia sebagai kontrol sosial hanya se-

kedar mempertahankan pola hubungan-hubungan
serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang.
Tentu hal ini kontraproduktif dengan fakta bahwa
perubahan dalam masyarakat sangat berpengaruh
terhadap dinamika hukum yang berkembang di
masyarakat. Sebab, eksistensi hukum berkaitan
secara erat dengan perubahan dan perubahan dan
perkembangan masyarakat.

Konteks itulah eksistensi hukum sangat ber-
gantung terhadap dinamika sosial yang sedang
berkembang. Hal ini sesuai dengan pandangan
aliran sosiological jurisprudence bahwa hukum yang
baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum
yang hidup didalam masyarakat. Lebih jauh aliran
ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum
yang positif,dia hanya akan bisa efektif apabila
senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di
masyarakat dan pusat perkembangan dari
hukum bukanlah terletak pada badan-badan
legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif
atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah
justeru terletak di dalam masyrakat itu sendiri.

2. Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian tran-
sendental, dengan pendekatan yang digunakan
bersifat analitif-filosofis. Kajian ini menitikberatkan
pada seperangkat nilai-nilai yang ideal, yang
seyogyanya menjadi rujukan/patokan dalam suatu
proses pembentukan, perumusan, dan pelaksanaan
kaidah hukum.
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3. Pembahasan
3.1. Memahami Konsepsi Masyarakat

[stilah masyarakat dalam bahasa inggris
disebut society, yang artinya adalah perhimpunan,
dan perkumpulan manusia (Echols, 2005). Sedang-
kan kata society sendiri berakar dari bahasa latin
yaitu societas, yang berarti hubungan persahabatan
dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata
socius yang berarti teman dan kawan, sehingga arti
society berhubungan erat dengan kata sosial.
Dengan demikian, secara implisit kata society
mengandung makna bahwa setiap anggotanya
mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama
dalam mencapai tujuan bersama.

Sedangkan dalam bahasa Arab kata “masya-
rakat” sendiri berakar dari kata dalam ‘musyarak’
yang artinya persatuan dan persekutuan dalam
melakukan sesuatu. Masyarakat merupakan seko-
lompok manusia yang di dalamnya menjalin hu-
bungan interaktif antar sesama manusia dalam
menjalankan fungsinya sebagai manusia. “Umum-
nya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu
sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu
komunitas yang teratur”(Soekanto, 2009).

Menurut JBAF Mayor Polak (1979), masya-
rakat merupakan wadah seluruh hubungan sosial
yang terdiri atas banyak kelompok, dan tiap-tiap
kelompok terdiri atas kelompok-kelompok yang
lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut
Djojodiguno (1994), masyarakat bisa bermakna
suatu kebulatan dari pada segala perkembangan
dalam hidup bersama antara manusia dengan
manusia. Artinnya, masyarakat merupakan suatu
kelompok manusia yang sudah memiliki tatanan
kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang di-
taati secara bersama dalam lingkungannya. Tatan-
an kehidupan atau norma-norma yang mereka mi-
liki inilah menjadi dasar kehidupan sosial dalam
lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk
suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri
kehidupan yang khas.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas,
maka dapat dimengerti bahwa yang dimaksud
masyarakat adalah perkumpulan orang-orang
yang memiliki kepentingan yang sama dalam men-
jalankan aktivitas hidup. Karena itu, dalam setiap
masyarakat terdapat norma-norma yang harus di-
patuhi oleh anggotanya, guna mencapai tujuan
yang sama yakni, memenuhi hajat hidup dalam ber-
komunitas. Komunitas ini terdiri antara orang tua
dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan
cucu, antara kaum laki-laki dan kaum wanita ber-
ada dalam suatu kehidupan yang teratur dan ter-
padu menjadi suatu kelompok manusia, yang di-
sebut masyarakat.

3.2. Makna dan Konsep Hukum

[stilah hukum pada umumnya diartikan se-
bagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam
kehidupan bersama baik yang berkaitan dengan
tingkah laku manusia, dan hubungan antar sesama
manusia (Warassih, 2011). Secara etimologi, istilah
hukum berasal dari bahasa Arab yaitu ‘hukmun’
yang artinya, menetapkan (Zaman, 2011). Sedang-
kan dalam bahasa Inggris Istilah hukum disebut
‘law’. Bahasa Jerman dan Belanda disebut ‘das/het,
‘Recht’ yang memiliki makna majemuk. Perkataan
itu dalam kedua bahasa ini berarti juga lurus,
‘sebelah kanan’ atau ‘kanan’, dan juga bermakna
‘hak’ dan lebih serius lagi ia berarti ‘benar’. Kemu-
dian dalam bahasa Prancis ‘le droit’ dan bahasa
Spanyol ‘el derecho’ yang berarti ‘hak’ yang paralel
dengan bahasa Jerman dan Belanda selagi ‘le loi’
(Fra) dan ‘Ia ley’ yang berarti hukum (Sadjijono,
2016).

Menurut J.van Kan dan J.H. Beekhuis (dalam
Sadjijono, 2016) sebagaimana dalam Sadjijono,
bahwa hukum adalah suatu rumpunan kaidah-
kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan istilah
lain suatu kumpulan peraturan hidup yang bersifat
memaksa. Sedangkan menurut K. Larenz dan K.
Engisch sebagaimana dalam Muhammad Koesnoe,
bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah-
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kaidah atau norma pergaulan (Koesno, 2011).
Menurut Budiono Kusumohamidjojo (2016), hu-
kum itu selalu atau hampir selalu diartikan sebagai
seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh
institusi-institusi kekuasaan negara.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka
tak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa
hukum merupakan sekumpulan peraturan yang
berkembang di masyarakat, baik dalam modelnya
sebagai undang-undang dan norma sosial yang hi-
dup di masyarakat. Model hukum yang demikian
ini, juga menjadi role model invensi negara bangsa
yang terjadi di kawasan negeri-negeri Eropa Barat
dalam kurun sejarah yang mengabarkan pula
bangkitnya kesadaran berbangsa penduduk negeri
di wilayah itu, yang kemudian daripada itu meng-
akhiri sejarah Eropa sebagai sejarah raja-raja. [tulah
kurun waktu yuang mengatakan betapa “the mak-
ing of Europe is the making of Kings and Queens no
more, but the making of nations”.

3.3. Relasi Dialogis Antara Hukum dan
Masyarakat

Harus diakui bahwa dalam kehidupan sosial
dan kemasyarakatan, masing-masing individu ter-
ikat dengan berbagai norma sosial yang ber-
kembang di tengah-tengah masyarakat (Sholehu-
ddiin, 2011). Norma sosial yang dimaksud disini
ialah hukum, baik yang tertulis maupun tidak ter-
tulis. Menurut Esmi Warasih sebagaimana dalam
Umar Sholehuddin (2011), bahwa pranata sosial
dan hukum secara subtansial sama-sama memiliki
tujuan untuk mencapai stabilitas dan ketertiban
agar cita-cita kehidupan yang sejahtera, tenteram
dan damai dapat dicapai.

Hukum dan masyarakat sejatinya merupa-
kan dua entitas yang saling mempengaruhi dan
menguatkan dalam mencapai cita-cita kehidupan
manusia. Hukum akan eksis apabila ada masya-
rakat. Sebaliknya kepentingan-kepentingan
masyarakat dapat terealisasi jika hukum tegak.
Menurut Satjipto Rahardjo (1980), kalau hukum

boleh dilihat sebagai nilai-nilai yang terdapat di
dalam masyarakat, maka semakin padu susunan
nilai-nilai tersebut dan semakin mudah pula hukum
mengaturnya.
“Karena kepaduan dalam nilai-nilai yang ter-
dapat di dalam masyarakat itu, akan memu-
dahkan terjadinya kesepakatan mengenai
norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Penggambaran tentang kepaduan ini dapat
diambilkan dari keadaan masyarakat pedesaan
dengan kesepakatan nilai-nilainya yang sedikit
banyak tinggi”.

Menutut Roscoe Pound, sebagaimana dalam
Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2008), bahwa
kepentingan sosial merupakan aspek terpenting
dalam menciptakan suatu model hukum yang
responsif. Artinya, menurut pandangan ini, hukum
yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih
dari keadilan yang bersifat prosedural ((Shole-
huddiin, 2011). Dalam konteks inilah, maka haki-
katnya keberadaan hukum tergantung pada
masyarakat. Proses hukum pembuatan hukum
tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosiologis
yang berkembang, sehingga hukum dapat berjalan
seiring dengan kepentingan-kepentingan masya-
rakat.

Soerjono Soekanto (1977), mengatakan bahwa,
terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan
aspek dan nilai sosial budaya masyarakat. Baginya,
hukum yang baik adalah hukum yang mencermin-
kan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini
menunjukkan betapa urgennya posisi sosial budaya
masyarakat dalam proses pembentukan hukum.
Konstruksi hukum seyogyanya mengakomodir
nilai-nilai sosial, agar dalam proses penegakan hu-
kum tidak terjadi kontradiksi dengan masyarakat,
sehingga hukum sulit berkembang dan hidup di
tengah-tengah masyarakat.

Di Indonesia misalnya, saat ini telah terjadi
perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yakni, dari
nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern.
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Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah nilai-
nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-
nilai baru manakah yang akan menggantikannya.
Karena itu, dalam proses perubahan nilai ini sudah
barang tentu akan menimbulkan konsekwensi
logis yaitu keresahan dalam masyarakat.

Paradigma sosiologi hukum, masyarakat
merupakan sumber daya yang memberi hidup (to
nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masya-
rakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, ga-
gasan, konsep, disamping itu masyarakat juga
menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan
masyarakat untuk menjalankan hukum (Sholehu-
ddiin, 2011).

“Hukum itu hanya bisa dijalankan melalui cam-
pur tangan manusia, sebagai golongan yang
menyelenggarakan hukum, maupun mereka
yang wajib menjalankan ketentuan hukum.
Otoritas pemerintah sebagai pengemban
kekuasaan negara yang mendasari kontrol
itulah yang disebut ‘hukum’ atau dengan isti-
lah ‘hukum undang-undang nasional’. Maka,
dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black
mendefinisikan hukum sebagai government’s
social control” (Black, 1976).

Emile Durkhem sebagaimana dikutip Soe-
tandyo Wignjosoebroto (2002), mengkonsepsikan
bahwa pada hakikatnya keberadaan hukum di
masyarakat sebagai moral sosial yang berkembang.
“Hukum adalah cerminan solidaritas. Tidak

ada masyarakat manapun yang tegak dan eksis
secara berkelanjutan tanpa adanya solidaritas,
sekalipun bentuk solidaritas tersebut bisa ber-
variasi dan berbeda dari tahap perkembangan

ke tahap berikutnya” (Wignjosoebroto, 2002).

Berdasarkan aliran Sosiological Jurisprudence
yang diprakarsai Eugen Ehrlich (1826-1922) bahwa
dalam prinsip sosilogi hukum terdapat perbedaan
antara hukum positif dan hukum yang hidup (liv-
ing law). Bagi Ehrlich, hukum positif hanya akan

efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup

di masyarakat (Wignjosoebroto, 2002).
“Pusat perkembangan dari hukum bukan ter-
letak pada badan-badan legislatif, keputusan-
keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hu-
kum, akan tetapi justru terletak di dalam
masyarakat itu sendiri. Tata tertib masyarakat
di dasarkan pada peraturan-peraturan yang
dipaksakan oleh negara” (Soekanto, 2009).

Karena itu, menurut Roscoe Pound (dalam
Soekanto, 2009), hukum harus dilihat atau dipan-
dang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan
tuga dari ilmu hukum mengembangkan suatu ke-
rangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial
dapat terpenuhi secara maksimal.

Dalam kehidupan masyarakat pra-modern,
tatkala kehidupan itu masih berada pada skalanya
dan formatnya yang lokal, homogen dan eksklusif-
yang oleh sebab itu lebih cocok untuk diistilahi
‘komunitas’ (community) daripada ‘masyarakat’
(society) atau ‘masyarakat negara’ (political state)—
apa yang disebut ‘hukum’ ini umumnya tidak ter-
tulis dan eksis sebagai asas-asas umum di dalam
ingatan warga komunitas, dirawat secara turun
temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal
dari nenek-moyang. Inilah yang disebut tradisi
atau moral kehidupan suatu komunitas, yang di
dalam kajian sosiologi hukum sering juga disebut
juga ‘hukum rakyat’, dan yang didalam ilmu
hukum disebut ‘hukum kebiasaan’ atau ‘hukum
adat’(Beckman, 1986).

Perkembangan kehidupan yang lebih
mutakhir, tatkala kehidupan bernegara bangsa
menggantikan kehidupan-kehidupan lokal yang
berskala kecil dan eksklusif, apa yang disebut hu-
kum itu mulai menampakkan wujudnya yang ter-
tulis. Inilah yang disebut hukum undang-undang,
yang ditulis dalam rumusan-rumusan yang lebih
eksak, dibentuk atau dibuat melalui prosedur ter-
tentu, dan terstruktur atau terlembagakan sebagai
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sarana kontrol yang nyata-nyata formal sifatnya,
yang oleh sebab itu akan ditunjang oleh otoritas
kekuasaan negara yang berkewenangan untuk
mendayagunakan sanksi.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan
hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung
bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu per-
kembangan hukum mungkin tertinggal oleh per-
kembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau
mungkin sebaliknya. Bila terjadi hal demikian,
maka muncul suatu Social Lag, yaitu suatu keadaan
dimana terjadi ketidakseimbangan dalam per-
kembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-ke-
pincangan.

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh
unsur lainnya atau sebaliknya terjadi karena per-
bedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan
oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan
yang diharapkan kaidah sosial lainnya. Hal ini di-
sebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun
oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada
suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewe-
nang. Walaupun mereka dianggap mewakili masya-
rakat, tidak mungkin mereka mampu menyerap
seluruh kepentingan masyarakat. Tertinggalnya
hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum
tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
masyarakat pada suatu ketika (Beckman, 1986).

Berkait dengan itu, dalam sebuah karya yang
lain Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum
bekerja dengan cara memancangi perbuatan sese-
orang atau hubungan antara orang-orang dalam
masyrakat. Untuk keperluan pemancangan ter-
sebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya da-
lam berbagai fungsi, yaitu; pertama, pembuatan
norma-norma, baik yang memberikan peruntukan
maupun yang menentukan hubungan antara orang
dengan orang. Kedua, penyelesaian sengketa-
sengketa masyarakat. Ketiga, menjamin keber-
langsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal
terjadi perubahan-perubahan sosial (Anwar, 2008).

Tiga pekerjaan hukum sebagaimana dising-
gung di atas dapat digolongkan sebagai sarana
untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses
mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku
sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut
Satjipto Raharjo (2007), mengemukakan bahwa
apabila proses pengontrolan sosial tersebut di-
hubungkan dengan bagan hubungan sibernetik
dari parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pe-
kerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak sama
sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan
proses-proses lain yang berlangsung dalam masya-
rakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu
mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai pro-
ses dalam masyarakat ituserta bekerjanya hukum
itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang me-
muat energi lebih yang besar.

Sejarah Eropa Barat,bersamaan dengan ke-
bijakan pembentukan undang-undang nasional da-
lam fungsinya sebagai standar perilaku warga
bangsa. Ketentuan-ketentuan undang-undang
yang berjumlah banyak itu acapkali tidak dibiarkan
tercerai-berai melainkan dibukukan dan dinyata-
kan berlaku sebagai standar perilaku seluruh
warga negara bangsa, dan kemudian daripada itu
lalu difungsikan seefektif mungkin sebagai kontrol
sentral. Inilah pengkitaban hukum yang di dalam
kajian-kajian hukum disebut kodifikasi dan uni-
fikasi. Dengan pengkitaban seperti itu, para peng-
anut paham ‘bahwa setiap ketentuan hukum harus
diwujudkan dalam bentuk undang-undang” ber-
keyakinan bahwa aturan-aturan berperilaku dalam
masyarakat akan dapat diniscayakan, demikian
rupa sehingga apa yang disebut kepastian hukum
akan terjamin.

3.4. Hukum Sebagai Sarana Kontrol Masyarakat

Secara umum, hukum berfungsi mengatur
hubungan-hubungan sosial antara anggota masya-
rakat (Warassih, 2011). Hubungan-hubungan sosial
disini bisa berbentu prilaku yang boleh dilakukan
dan tidak boleh dilakukan. Karena setiap apa yang
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dilakukan oleh masing-masing anggota masyara-
kat, juga terkait dengan anggota masyarakat yang
lain. Hubungan-hubungan sosial disini juga bisa
bermakna aktivitas-aktivitas politik tentang pem-
bagian kekuasaan yang berkait dengan siapa yang
boleh melakukan dan siapakah yang harus men-
taatinya. Bermakna menyelesaikan konflik sosial
dan memilihara kemampuan masyarakat untuk
menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi ling-
kungan yang berubah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roscoe
Pound, sebagaimana dalam Zainuddin Ali (2006),
bahwa hukum dalam masyarakat merupakan suatu
control dan sekaligus menjadi agent of change. Dalam
konteks ini, hukum berarti memuat prinsip, konsep
dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika
profesi, serta semua yang dilakukan oleh individu
dalam masyarakat. Pound mengemukakan bahwa
agar hukum dapat dijadikan sebagai agen per-
ubahan sosial (agent of social change), maka pen-
dapatnya dikuatkan oleh William James yang
menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang
terbatas dengan kebutuhan manusia yang sellau
berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat
memuaskan kebutuhan manusia.

Hukum merupakan salah satu sarana per-
ubahan sosial yang ada di dalam masyarakat.
Karena, terdapat suatu hubungan interaksi antara
sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi
di masyarakat. Dapat dikatakan hukum sebagai
perlengkapan masyarakat untuk menciptakan
ketertiban keteraturan di dalam masyarakat maka
antara hokum dengan manusia tidak dapat di-
pisahkan maka hukum adalah bagian hidup dari
manusia dan hukum harus dicintai oleh setiap orang
dan ditaati oleh setiap orang.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial
dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal
yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi
sangat berkait dengan materi hukum yang baik
dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menen-

ini

tukan pula. Orang yang akan melaksanakan hukum
ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau
hukum yang sudah memenuhi harapan suatu
masyarakat serta mendapat dukungan, belum
tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didu-
kung oleh aparat pelaksana yang kimit terhadap
pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang
sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia.
Aparat sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-
unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor
penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih
serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.

Memandang hukum sebagai alat kontrol
sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu
alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab
masih saja diakui keberadaan pranata sosial lain-
nya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol
sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial.
Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi
defenisi tingkahg laku yang menyimpang dan
akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti ber-
bagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti
rugi.

Namun demikian, dalam proses penegakan
hukum terhadap prilaku yang menyimpang, ter-
nyata terjadi perbedaan di kalangan suatu masya-
rakat. Tampaknya hal ini sangat berkait dengan
banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran fal-
safah yang dianut. Dengan kata lain, sangsi ini
berkait dengan kontrol sosial. Konteks ini, Ahmad
Ali mencontohkan sangsi pezina yang berbeda bagi
masyarakat penganut Islam secara konsekuen
dengan masyarakat Eropa Barat. Orang Islam
memberikan sangsi yang lebih berat, sedangkan
orang Eropa Barat memberi sangsi yang ringan
saja. Dengan demikian, di samping bukan satu-
satunya alat kontrol sosial, juga hukum sebagai alat
pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa
hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan
masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan
ajaran falsafat lain yang diperpeganginya.

|56 |



Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum
Mushafi & Ismail Marzuki

Peran peraturan hukum (legal order) dituntut
untuk mengarahkan keterbatasan tersebut (Ali,
2006). Hukum sebagai social engginering berkaitan
dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai
penggerak dan pengatur perubahan masyarakat,
maka interpretasi analogi, Pound mengemukakan
“hak” yang bagaimanakah dapat dituntut oleh
individu dalam masyarakat? Pound selanjutnya
mengemukakan bahwa yang dimaksud hak itu
adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui,
diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, se-
hingga tercapai suatu keseimbangan dan terwu-
judnya ketertiban umum (Ali, 2006).

Prinsipnya, kaidah dan paradigma hukum
sebagai tool of soscial enggeneering mempunyai
peranan penting terutama dalam perubahan yang
dikehendaki atau direncanakan (intended change
atau planed change). Melalui perubahan yang diren-
canakan dan dikehendaki tersebut diperuntukkan
sebagai perubahan yang dikehendaki dan diren-
canakan oleh warga masyarakat yang berperan
sebagai pelopor. Masyarakat yang kompleks di
mana birokrasi memegang perana penting dalam
tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai
dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka
hukum dapat menjadi alat ampuh untuk meng-
adakan perubahan sosial, walaupun secara tidak
langsung (Soekanto, 2009).

Dengan demikian, hukum sebagai alat kon-
trol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan
sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku
manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan se-
bagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan
hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat mem-
berikan sangsi atau tindakan terhadap si pe-
langgar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi
yang harus diterima oleh pelakunya (Ali, 1996).
Ini sekaligus berarti bahwa hukum mengarahkan
agar masyarakat berbuat secara benar menurut
aturan sehingga ketentraman terwujud.

4. Simpulan

Hukum dan masyarakat merupakan dua
entitas yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaanya
saling mengisi dan menguatkan. Bahkan, dalam
proses perumusan hukum, tidak boleh
mengabaikan aspek-aspek sosiologis masyarakat.
Karena hubungan hukum dan masyarakat adalah
hubungan komplementer. Hukum lahir dalam
rangka untuk memberikan pengaturan hidup dan
prilaku interaksi masing-masing anggota
masyarakat agar tidak keluar dari norma agama
dan norma sosial yang telah ada. Sebab, sebagai
mahluk sosial (zoon politicon), manusia dalam
berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat
menghindari adanya bentrokan-bentrokan
kepentingan (conflict of interest) di antara mereka.

Konflik yang terjadi dapat menimbulkan
kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran
hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak
lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin
dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana
hukum untuk menyelesaikannya. Keadaan
seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya
untuk mengatasi berbagai persoalan yang
terjadi.
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